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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

“Pembangunan nasional pada dasarnya tercermin dalam pembangunan
daerah, sedangkan pembangunan daerah merupakan implementasi dan bagian
integral dari pembangunan nasional” (Hendra Esmara, 1996: 1). “Pembangunan
seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya memuat dimensi
pokok™ (Mohtar Mas’oed, dkk., 1998: 16). Dimensi pertama pembangunan berujud
upaya pembinaan kelembagaan kekuasaan negara (“State building”). Dalam
pengertian ini pembangunan identik dengan kegiatan memperluas kehadiran
birokrasi nasional di seluruh wilayah yurisdiksinya. Tekanan yang lebih besar
diberikan pada upaya sentralisasi kekuasaan, sedikit sekali perhatian pada upaya
pemberian otonomi kepada aktor-aktor di daerah. Ketika pembangunan ekonomi
menuntut perencanaan yang teliti, keharusan untuk meningkatkan efisiensi kerja
birokrasi semakin memperkuat rasionalisasi bagi sentralisasi pembuatan kebijakan.
Akibatnya, kepentingan khusus dan otonomi relatif dari kelompok-kelompok
komunal/etnik lokal terabaikan.

Dimensi pembangunan yang kedua berujud proses akumulasi kapital.

Dalam pengertian ini, pembangunan adalah upaya peningkatan kemampuan
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yang tersedia, sehingga seolah-olah tidak ada sumber daya yang boleh dilewatkan,
sehingga sebagai pendukungnya tidak sedikit tenaga kerja yang didatangkan dari luar
sehingga sebagai konsekuensinya masuknya budaya luar yang mungkin saja
bertentangan dan tidak dapat termarginalisasi dalam suatu kebersamaan. Dalam
konteks inilah kelompok-kelompok étnik/komuna] kebingungan menghadapi
penetrasi kapital ke wilayah tradisional mereka.

Dalam proses penetrasi kapital yang bersifat global itu, kelompok-
kelompok komunal itulah yang paling banyak terkena akibat negatifnya. Sumber
daya alam dan tenaga kerja mereka diserap ke dalam jaringan kegiatan ekonomi
nasional, internasional maupun global. Akibatnya mereka tersisih dari tanah, hutan
dan berbagai sumber daya alam lain di sekitar mereka; yaitu tempat mereka
menggantung hidup, secara material maupun budaya. Bagi mereka hutan itu bukan
_ hanya sumber nafkah, tetapi juga punya makna religius. Umumnya kaum pendatang
itu lebih intensif memanfatkaan peluang yang muncul dari proses akumulasi kapital
itu sehingga menikmati keuntungan ekonomi lebih banyak daripada penduduk asli
yang pada gilirannya terjadi ketimpangan yang bisa memperburuk konfigurasi
pemilahan sosial ke arah penguatan konsolidasi identitas etnik masing-masing yang
ujung-ujungnya bermuara kepada konflik yang mengarah pada pertikaian antar etnik,
seperti yang terjadi di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Pertikaian dan kerusuhan massa antar kelompok etnis atau kelompok

komunitas di Kalimantan Barat (Kalbar) seringkali terjadi, sehingga Kalimantan



Kalimantan Barat sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1999, yaitu pada tahun
1963 terjadi 2 kali konflik, kemudian tahun 1968, 1970, 1972, 1977, 1979, 1983,
1989 dan 1996/1997 serta yang terakhir terjadi pada akhir tahun 1998 dan awal tahun
1999.

Konflik etnik yang terakhir di Sambas telah lewat 3 tahun dari pecahnya
tragedi itu, tetapi penanganannya belum juga tuntas, terutama masalah pengungsi dan
rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai. Peristiwa itu memang menggoreskan
trauma yang dalam, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dan menjadi
korban. Tetapi, dalam setiap peristiwa selalu ada saja dimensi manusia dan
kemanusiaan yang layak diangkat dan direnungkan. Begitulah, tanpa mengingkari
rumitnya persoalan ketegangan dan pergesekan antar etnis di Sambas itu, penulis
ingin mengangkat dan meneliti dimensi manusia yang mungkin kurang diperhatikan
oleh banyak orang, yaitu dimensi manusia yang erat kaitannya dengan tanah sebagai
tempat hidupnya. Dari sudut kemanusiaan, konflik antar etnik di Sambas itu benar-
benar menunjukkan ironi. Disatu pihak, sesungguhnya semua orang ingin hidup
- layak dan damai, i:etapi pada saat lain untuk hidup damai dan survive terkadang
orang harus menghilangkan nyawa orang lain. Salah satu contoh dimensi manusia
yang berkaitan erat dengan tanah sebagai tempat hidupnya dengan survive yang
dilakukan oleh etnis tertentu sebagai sebagai salah satu faktor pemicu mencuatnya
perasaan benci yang akhirnya bermuara pada kerusuhan etnis.

Dari berbagai konflik antar komunitas etnis di Kalimantan Barat selama



mendalam. Pertama, konflik antar komunitas etnis di Sambas ini berlangsung selama
kurang lebih 3 bulan dan menimbulkan kerusuhan sosial di 16 wilayah kecamatan
serta menyebabkan seluruh warga dari salah satu etnis pendatang terbesar terusir dari
wilayah Kabupaten Sambas. Kedua, jumlah korban jiwa dalam konflik antar
komunitas etnis di Sambas ini sebanyak 416 orang meninggal dan kerugian materiil
seperti 4.410 rumah dibakar dan 245 rumah dirusak (Jumlah ini dihitung berdasarkan
mayat korban yang dapat ditemukan oleh aparat serta data harta benda yang dirusak,
yang dilaporkan ke Posko Penanggulangan Kerusuhan Sambas). Korban jiwa dalam
konflik komunitas etnis di Sambas tahun 1999 ini mungkin hampir setara dengan
konflik di Sanggau Ledo tahun 1997, namun konflik antar komunitas etnis di Sambas
tahun 1999 itu memiliki skala ruang yang jauh lebih luas yakni terjadi di seluruh
wilayah Kabupaten Sambas.

Dari kerugian materiil terutama berupa rumah-rumah yang dirusak dan
dibakar serta salah satu etnis terusir dari Kabupaten Sambas sehingga menyebabkan
kepemilikan hak atas tanahnya menjadi terbengkalai karena ditinggalkan oleh
pemiliknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk
mengadakan penelitian dengan judul :

"STATUS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PASCA PERTIKAIAN

ETNIK DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT”

B. Perumusan Masalah



1. Bagaimanakah status penguasaan hak atas tanah pada daerah yang ditinggalkan
oleh pemiliknya pasca pertikaian etnik di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan
Barat ?

2 Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi

tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut ?

C.Pembatasan Masalah

Mengingat kerusuhan etnis yang terjadi di Kalimantan Barat pada
umumnya dan di Kabupaten Sambas pada khususnya bukan hanya terjadi sekali,
maka agar tulisan ini lebih representatif dan intensif, maka penulis membatasi atau
mengkhususkan permasalahan pada kerusuhan etnis yang terjadi di Sambas pada
akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 yang mengakibatkan salah satu etnis
pendatang terbesar harus terusir dari Kabupaten Sambas dan meninggalkan tanah-
tanah mereka, baik yang telah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah atau telah
dilengkapi dengan surat tanda bukti hak (sertipikat), tanah yang hanya dilengkapi
dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah, serta tanah yang sama

sekali tidak dilengkapi dengan alas hak apapun.

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tanah-tanah

yang ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan ;

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah berupa solusi dan pemecahan
permasalahan yang terbaik dalam menentukan kebijakannya terutama dalam
penanganan kasus tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca pertikaian etnik.

2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengkaji kebijakan yang telah dilakukan oleh
pemerintah terhadap tanah-tanah yang ditinggalkan tersebut apakah sudah efektif

dan maksimal.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa status penguasaan atas tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca
pertikaian etnik di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat menjadi tidak
jelas terutama tanah-tanah yang tidak dilengkapi dengan alas hak karena si
pemilik menjadi korban dan ahli warisnya tidak dapat diketahui, namun tanah-
tanah tersebut semuanya baik yang besertipikat, yang hanya dilengkapi dengan
Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah serta yang tidak dilengkapi
alas hak dalam pengawasan pemerintah daerah.

2. Bahwa untuk melindungi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca
pertikaian etnik di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pemerintah
melakukan upaya inventarisasi terhadap tanah-tanah tersebut dan di atas tanah
tersebut di pasang plang atau papan yang bertuliskan “TANAH INI DIBAWAH

PENGAWASAN PEMDA TINGKAT II SAMBAS”.

B. Saran
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2. Apabila dalam pemantauan ditemukan upaya pendudukan oleh yang tidak berhak
di atas tanah tersebut, pemerintah harus segera turun tangan untuk mencegahnya,
misalnya dapat dengan memberikan penyuluhan bahkan bila perlu dengan
kekerasan misalnya melalui penggusuran.

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam
penanganan kasus tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sampai saat ini
belum maksimal, untuk itu perlu ditingkatkan lagi upaya pengelolaan tanah-tanah

tersebut, agar masalah ini tidak berlarut-larut.
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